BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti dari data-data yang didapat, maka peneliti menyimpulkan bahwa: 
Jual beli dengan model periklanan website dalam transaksinya ada 4 macam yaitu :

1. B2B (bussiness to bussinness)

2. B2C (bussiness to consumer)

3. C2B(consumer to bussiness)

4. C2C ( consumer to consumer).

jual beli dengan model periklanan website ada dalam keadaan yang beresiko tinggi maka khiyar menjadi jaminan yang mutlak ketika pelaksaan transaksinya, hal ini dapat dilihat bahwa dalam praktiknya terdapat:

5. Belum terjamin system pengamanan dalam system model periklanan online dan belum terjaminya kualitas informasi yang diberikan
6. Kurang maksimalnya penegakan hukum bagi pelaku penipuan sesuai hukum yang berlaku
7. Banyak pelaku usaha yang menghilangkan etika bisnis dengan memasang iklan yang mempunyai unsur gharar
8. Konsumen yang kurang berhati-hati dan terkadang enggan melapor penipuan yang dialami karena nominalnya yang kecil.
Empat hal tersebut berdampak domino sehingga dalam praktiknya menyebabkan masyarakat yang ingin melakukan trasnsaksi jual beli dengan model periklanan ini akan melakukan spekulasi.

1. transaksi akan berjalan sebagaimana yang disepakati dengan barang yang sesuai dengan iklan yang dipasang oleh penjual

2. transaksi berjalan dengan lencar akan tetapi barang yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan

3. transaksi berjalan, akan tetapi barang yang dijamjikan tidak dikirim oleh penjual atau pemasang iklan.

Oleh karena itu dapat dipastikan menurut tinjauan hukum islam transaksi jual beli dengan model periklanan website mutlak dipenuhi beberapa unsur antara lain akad salam, khiyar, dilihat dari barang yang diperjualbelikan, uang pokok, proses pembayaran. Jika semua itu telah terpenuhi maka transaksi jual beli dengan model periklanan website diperbolehkan.

B. Saran-saran


Dari beberapa point diatas, hukum islam dapat menyatakan boleh ketika unsur-unsur yang merugikan dpat dihilangkan dengan cara:
1. Setiap kegiatan usaha jasa model periklanan online melibatkan pemerintah sebagai pengawas transaksi elektronik, dan pemerintah dapat berperan aktif didalamnya sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat, sesuai UU ITE No.11 Tahun 2008, dan hukum Islam, Ibnu Taymiyyah mengatakan “sudah menjadi kewajiban pemerintah mengawasi tindakan penipuan yang terjadi dikalangan masyarakat, dan menghukum mereka dengan hukuman ta’jir apabila mereka terbukti melakukan tindakan penipuan itu”
2. Penyelenggara layanan dapat bertanggungjawab atas iklan yang disampaikan sehingga iklan yang menjadi bentuk informasi kepada masyarakat menjadi lebih berkualitas dan penyelenggara layanan harus dapat memberikan ruang pengaduan mayarakat sehingga ketika terjadinya penipuan dapat langsung ditindaklanjuti
3. Pelaku bisnis dengan model periklanan online dapat beretika bisnis yang baik. Tidak merugikan sehingga dapat menciptakan suatu pasar yang baik.

Peneliti memuat bagan yang menjelaskan bagaimana hukum Islam dapat menyatakan boleh dalam proses periklanan ini sebagai bentuk dan saran berdasarkan hukum Islam:
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Etika periklanan yang baik








